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Berdampak Bukan Tumpukan dan Cepat
Kertas

(Ditopang Pemerintah Digital Berbasis Data)
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z 8 Tahap 3 Tahap
Layanan Pindah Layanan Pindah
Instansi 13 Instansi
Z n Tahap L] 3 Tahap

Dampak Penyederhanaan Proses Bisnis Layanan
Kepegawaian

“Penyederhanaan Tahapan dan Digitalisasi Layanan

Kepegawaian Guna Percepatan Transformasi Layanan
Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKN”




PENYEDERHANAAN JABATAN UNTUK BIROKRASI LINCAH

Sebelum w Kini -
Jabatan Berdampak
Pelaksana 3.414 = pada keﬁncahan
Klasifikasi Klasifikasi mobilitas
(Permenpanrb 45/2022, 11 Okt 2022) 1,4 juta ASN
Jabatan ® ASN hanya ® ASN bisa pindah Berdampak
Fungsional bisa pindah lintas rumpun pada kelincahan
dalam satu sehingga birokrasi 2,1 juta ASN
rumpun. jauh lebih lincah.

@ ASN disibukkan
pengisian
angka kredit
dan pengajuan
DUPAK (Daftar
Usul Penetapan
Angka Kredit)

29 Juli 2019)

}\ (Permenpanrb 13/2019,

® Tak ada lagi pengisian
DUPAK yang cenderung
administratif. Sehingga
ASN bisa total mengejar
capaian organisasi.

(Permenpanrb 1/2023, 6 Jan 2023)




wég panrb RENCANA KEBIJAKAN PEMENUHAN ASN
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PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAST BIMOXRASI

| 1. Sektor Pendidikan

« Mencakup Tenaga Guru di Pemda, Tenaga Guru di Instansi
Pusat, Tenaga Dosen

TAHUN

| POSITIVE
GROWTH

mmm 2. Sektor Kesehatan

« Mencakup Tenaga Kesehatan di Pemda dan Instansi Pusat

POSITIVE
GROWTH

3. Tenaga Teknis Fungsional

ZERO
GROWTH

S 4. Tenaga Teknis Pelaksana

» Sesuai nomenklatur pada Permenpanrb 45/2022

NEGATIVE
GROWTH

>
BerAKHLAK

2023 - 2030

mengacu proyeksi kebutuhan
dari instansi Pembina:
Kemendikbudristek dan
Kemenag

mengacu proyeksi kebutuhan
dari instansi Pembina:
Kementerian Kesehatan

sesuai bidang prioritas
nasional, potensi kewilayahan
dan mengacu proyeksi BUP
selama 10 tahun: BKN

mengacu proyeksi BUP
selama 10 tahun: BKN

8
menpan.go.id



3/ panrb KEBUTUHAN ASN NASIONAL
PADA TAHUN 2023

1. PUSAT 81119
CPNS Dosen 15.858

CPNS Tenaga Teknis Lainnya 18.595

PPPK Dosen 6.742

PPPK Tenaga Guru 12.000

PPPK Tenaga Kesehatan 12.719

PPPK Tenaga Teknis Lainnya 15.205

2. DAERAH 943.373
PPPK Guru 580.202

PPPK Tenaga Kesehatan 327.542

PPPK Tenaga Teknis Lainnya 35.629

Jumlah Alokasi PNS untuk Lulusan Sekolah Kedinasan
TOTALKEBUTUHAN 1.030.751
XN RS BorAKHLAK 3R



3/ panrb PENETAPAN FORMASI ASN
TAHUN 2023

11.903 | Kesehatan 142.821 | Kesehatan

Jumliah Jumliah
INSTANSI Kebutuhan Penetapan
(a) ()]
Pusat 81.119 78862 ., 12 6
K/L K/L tidak mengusulkan
CPNS 34.453 28.903
PPPK 46.666 49.959
Daerah 943.373  493.634 — » 82.128 | 411.506
33 Pemprov 491 Pemkab/Pemkot
PPPK Guru 580.202 296.084
PPPK Tenaga Kesehatan 327.542 154.724 JRERar, I ______________ T — I _______________ :
" i Formasi
PPPK Tenaga Teknis 35.629 42.826 : Formasi ¥ .
m . 64.156 | Guru 231.928 | Guru
Lulusan Sekolah Kedinasan 6.259 - |

Total Formasi Pusat & Daerah 1.030.751 572.496 6.069 | Teknis 36.757 | Teknis
Keterangan:
(a) sesuai Keputusan Menteri Nomor 386 tentang Kebutuhan Pegawai ASN secara Nasional Tahun 2023 > e
(b) Cut-Off | Aqustus 2023 BerAKHLAK #me?g,?c‘,’m
% a - I bangsa



REFORMULASI

SELEKSI PPPK TEKNIS 2022

lom . - N A
Optimalisasi formasi yang masih belum terisi TINGKAT KELULUSAN

‘ @ akibat tingkat kelulusan yang rendah.

g ﬂ Afirmasi kepada Eks THK-1l dan Tenaga 46,72%

| Non-ASN yang Telah Mengabdi

‘ f 9 9

‘ Tetap Menjaga Kualitas dan Keadilan SEBELUM SESUDAH

‘! Seleksi REFORMULASI REFORMULASI

>
BerAKHLAK

Derorerton Pelayanan Akuntobel ¥ ompeten
Harmonis (ayel Adapti « olobonast

menpan.go.id
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JADWAL “BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB”
p‘g;:‘,‘b HARI UNIT KERJA

Selasa Rabu

Hari SDM Aparatur Hari Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas & Pengawasan SO
PIC: Benny Alexander PIC: Qonita Silmi o=,

085171171925 081291162111

Kamis (,/ Jumat
Hari Pelayanan Publik Hari Kelembagaan & Tata
Laksana
PIC: Dimas Mahardika PIC: Salvina Herda
081312406155 | 085216047888

KEMENTERIAN

LIVE ON > PANRB

s ot melayani

)
BerAKHLAK #b""gga
vmons Loyl Haptl «ceoborotd bqngSCl



JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

0851-5667-9842

DIAH IPMA (KETUA POKJA)

INSTANSI DAERAH

v TAMZIL
0851-5667-9842

v ARINTHA
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT

MITA (KETUA POKJA)
0811-9117-685

INSTANSI PUSAT & DAERAH

v IQBAL (KETUA POKJA)
0857-1666-1555

v YUDHA

INSTANSI DAERAH 0812-2987-3838

RAHMAWITA v THEODORA
0852-6838-2639 0856-4722-0161
CLAUDIA

0813-1115-3163

NIKA

0822-3252-0404

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

v HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)
0815-1630-645

v SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)
0852-2876-7641

v SUHADA
0857-7516-9107

22



PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI DAERAH

CINDY
0823-8583-4842

RIAU / KEPULAUAN RIAU [ SUMATERA BARAT /

JAMBI

FATHIMAH
0812-2358-5879

SULAWESI SELATAN / SULAWESI TENGGARA

TANAYA
0857-2780-0338
DKI JAKARTA / BALI / NTB / NTT

DEWI

0881-0241-83410

SULAWESI UTARA /| GORONTALO /
SULAWESI TENGAH / SULAWESI BARAT

ARKAN
0812-6786-4545
ACEH / SUMATERA UTARA

VIN
0813-1759-3831
BANTEN / MALUKU / MALUKU UTARA

INSTANSI DAERAH

KONITA
0852-7192-5000
JAWA TIMUR

YOGA

0858-5436-3068

SUMATERA SELATAN / BANGKA BELITUNG /
BENGKULU [/ LAMPUNG

EVA

0877-2371-4982

KALIMANTAN BARAT / KALIMANTAN TENGAH /
KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN UTARA /
KALIMANTAN TIMUR

HARIS

0857-1767-4876

PAPUA [ PAPUA BARAT | PAPUA PEGUNUNGAN /
PAPUA SELATAN / PAPUA TENGAH

ISTI
0858-5862-9912
JAWA BARAT [ D.l. YOGYAKARTA

WIDITA
0812-2004-4491
JAWA TENGAH

23



KONSULTASI DARING
PANGKAS KUNJUNGAN TAMU KE KANTOR

Jumlah Tamu ke Kementerian
96%

PANRB BERKURANG "ggpanrb P avonarm: S
Seiring berjalannya kegiatan Bisa Tanya Kebijakan PANRB sejak Oktober 2022 = |

lebih dalam tentang kebijakan

TANYA Kementerian PANRB

2643 KEBIJAKAN

PANRB o0 conas

JADWAL

i
|
S.d. 28 Jl.lli 2023 B l S A Bag #RekanASN yang ingin taw '




SEBARAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

e c W Belum Terdapat MPP

Malaysia
z O Terdapat MPP

2 » Pulau Kalimantan
v ‘

*.14 MPP

Pulau Sulawesi '

i

. 18 MPP :
' Pulau Maluku & Papua
. 1MPP

Pulau Sumatera
26 MPP

e .

j Pulau Bali & Nusa Tenggara
e 5 MPP
o

Pulau Jawa
75 MPP




\3J panrb DAFTAR INSTANSI PUSAT
TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023

NO. INSTANSI PUSAT
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. | Badan Standardisasi Nasional
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Rl
S. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6. Ombudsman Republik Indonesia

>
BerAKHLAK #"m%'?g%’na
e sy = 3\-) bOﬂgSCI



L&) panrb

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023

NO.

INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan

G| Dd

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

>
BerAKHLAK  Emoidyon

bangsa



NO.

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH KAB./KOTA

TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023

INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kab. Nias Barat

Pemerintah Kota Tanjung Balai

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan

Pemerintah Kab. Tulang Bawang

Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

Pemerintah Kab. Bondowoso

Pemerintah Kab. Situbondo

Pemerintah Kab. Sambas

OIOIN(O|OH|XPIN|=

‘| Pemerintah Kab. Melawi

NO. INSTANSI PEMERINTAH
10. |Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
1. | Pemerintah Kab. Takalar
12.  |Pemerintah Kota Palopo
13. | Pemerintah Kab. Gianyar
14. | Pemerintah Kab. Puncak Jaya
15. | Pemerintah Kab. Sarmi
16. [Pemerintah Kab. Nduga
17. | Pemerintah Kab. Mamuiju

>
BerAKHLAK #"m%'?g%’na
T Poas }1 bongsa



Masalah Negara

REFORMASI BIROKRASI
(ENGINES for DEVELOPMENT)

A --— - -
\

Perbaikan tumpang
tindih kebijakan

Penyederhanaan
proses bisnis

Manajemen kinerja

Pembagian
kewenangan

Relasi antar aktor

Penting untuk memilih Sektor/isu (prioritas)

yang akan mempercepat aksi di sektor lain dan

memberikan momentum perubahan
(World Bank, 2016; United Nation, 1997)

Sistem Merit

Ly,

Perampingan struktur
organisasi

Pengawasan

Tujuan dan Target
Pembangunan

Peningkatan kapasitas
SDM
dan sebagainya

REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK (SPECIFIC ENGINES

for DEVELOPMENT)

Sectoral & Cross-sectoral approach



Dilema Reformasi Birokrasi

Naroin Sistem Indikator Penting
takut anggaran yang

"lemah", -

perubanan  kesejahteraan Serceptionindex | om0 | Goe
ASN menjadi
tidak

Kecurangan

Birokrasi

profesionaldan -4

Jual-Beli s Dunia
jabstan [l Bayheia
Non ASN yang
el poridoef)
:gl'i:lsasl dari selesai

Rank 88/193 Rank 77/193

(2021) (2022)
E-Participation Index Rank 57/193 Rank 37/193

(2020) (2022)

-

ARRAR

ASN Profesional

el
b % \
D‘

A

S MICA O ® Berorientasi Pelayanan

unia yang engan

Triple Disruption yang dipicu oroanisast ® Akuntabel =

¥ Teknologi (Indusrti 4.0 menuju ® Kompeten -
Era Society 5.0) Shse = = Harmonis J

® Generasi Millennials Budaya ® Loyal l/
+Bonus Demografi Kerja = Adaptif l il —

® Pandemi ® Kolaboratif




PEMERINTAH BUKAN PEMBUKA LAPANGAN KERJA,
TAPI MEMUDAHKAN DUNIA USAHA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA

PEMDA AKAN

DIDESAK

T

REKRUTMEN
ASNTIDAK
BERKUALITAS

¥

PENGANGGURAN
MENINGKAT

5

LAPANGAN

PEKERJAAN
SULIT

DIDAPAT

%

INVESTASI pUBLIK

TERHAMBAT 4 “‘:::,T(&

BERKUAUTAS

Sistem Thinking
SIKLUS NEGATIF

TEKANAN UNTUK
MEREKRUT ASN
BERKURANG, PEMDA

BISA FOKUS

’ MELAKUKAN ‘

REFORMASI

REKRUTMEN
ASN

BERKUALITAS

BIROKRASI

5

KERJA
TERBUKA
LEBIH LUAS

LAYANAN
INVESTASI PELI « CEPAT &

UB
MENINGKAT . P SERKUALITAS

Sistem Thinking
SIKLUS POSITIF



27 panrb

PP 48/2005 jo. PP 43/2007
* Pendataan awal: 920.702 TH
* Diangkat PNS melalui
seleksi administrasi:
860.220 THK~-1
* Sudah ada larangan
pengangkatan non-ASN
» Tidak memenuhi kriteria:
~60.482 THK-1

SE MenPANRB No. 1527/2023

* PPK mengalokasikan anggaran

pembiayaan bagi Non-ASN
yang sudah terdata

Dilarang mengangkat pegawai
non-ASN untuk mengisi jabatan

ASN

PP 56/2012
* Pendataan di luar kriteria PP
48/2005, membengkak
menjadi 11 kali lipat > THK 2
= 648.462

* Penyesuaian PG

* Lulus:209.872

* Tidak lulus : 438.590

KOMITMEN PEMERINTAH
DALAM PENATAAN NON-ASN

KepmenPANRB 7, 14, 23/2017

1) PTT Nakes (dr,, drg., Bidan)
- 39.090 formasi

2) THL-TB Penyuluh Pertanian,
- 6.058 formasi

3) GGD (Guru Garis Depan)
- 6.296 formasi

PermenPANRB 36/2018
Seleksi CPNS bagi Eks THK-2
Tahun 2018 (Nakes & tendik)
* Lulus dari Eks THK-2: 6.812
+ SisaEks THK-2:444.687
+ PP 49/2018, terdapat
larangan pengangkatan
non-ASN

SE MenPANRB No. 185 &
1511/2022

* Pendataan non-ASN
* Hasil Pendataan:

2.355.092 (data per 1
April 2023)

PermenPANRB 27, 28, 29/2021

» Seleksi CPNS, PPPK JF Guru &
JF non-Guru

* Submit seleksi: 51.492 THK-2
JF Guru

* Sisa THK~-2:378.880
(data per 10 Sept 2022)

PermenPANRB 2/2019

+ Seleksi THK~2 Lulus: 35.361,
Sisa: 410.010

+ Seleksi PPPK bagi dosen &
tenaga pendidik di PTNB:
2.854 & penyuluh pertanian
THL: 1.590

BerAKHLAK 5

a
O

bonggc
melayani
bangsa



Lég panrb Hasil Pendataan Non-ASN

Berdasarkan Instansi Total Data Non-ASN

66 J 529J 325.517 J 2.029.575

PUSAT PUSAT PUSAT DAERAH

TOTAL

2.355.092

(Akan diaudit oleh BPKP dan BKN)

Hasil pendataan Non-ASN berdasarkan
instansi yang telah menyampaikan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) sampai dengan 1April 2023

% “ 731.524 » 204.902 74.362 % 609.255 735.049
B Pendidik S Kesehatan Penyuluh VE Teknis | Administrasi
BerAKHLAK : o

o SO e menpan.go.id
5




0 . ES @ 53 >
® 4 Ekosistem Pelayanan Terintegrasi: RATANIE A

pos tabogat oo

rarb  Ditargetkan di 150 Kab/Kota pada 2024

Direct Services Mobile Services Self-Services Electronic Services
(Pelayanan Langsung) (Pelayanan Bergerak) (Pelayanan Mandiri) (MPP Digital)
Interaktif antara Pelayanan bergerak Pelayanan yang Pelayanan interaktif
pelaksana dan menggunakan sarana dilakukan sendiri menggunakan
penerima pelayanan transportasi teknologi informasi

16




MPP DIGITAL

Mal Pelayanan Publik
MPP Digital dibangun sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik VR
berbasis elektronik (e-services) sebagai dukungan penyelenggaraan pada MPP ) ‘

Fisik
MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan e T
DAMPAK pelayanan yang efektif & efisien PROGRESS e
<N
g

Analisis layanan awal di MPP Digital

Penyusunan proses bisnis dan

° Masyarakat mengisi data Masyarakat hanya cukup sekali - :
o pengembangan desain aplikasi - : 1

berulang-ulang input data

O

banyak akun di berbagai untuk berbagai e-services

aplikasi pemerintah

(e-services) O Layanan bisa diakses
dimanapun, kapanpun, melalui

berbagai perangkat elektronik

Pengembangan infrastruktur aplikasi

Integrasi layanan

O

Masyarakat harus datang
langsung ke lokasi untuk

mengakses layanan Pengujian keamanan dan performa aplikasi

/ \ /

MPP Digital telah diluncurkan oleh Wakil
9%  Kependudukan o Izin Kesehatan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juni

me- 2023 di Kantor Wakil Presiden

Masyarakat harus membuat O Masyarakat hanya butuh 1 akun O

1. Standardisasi integrasi layanan instansi
pemerintah yang akan terhubungdivpp - ———"—-—H—(“"“"“"+""+""""" """ """ """ """ "—“"—~"—~"—~"—~"—"—~"—"—"———~———————— — —— — — — — — — — — —

\

Digital. |( e ’ # |

2. Penguatan keamanan aplikasi, | MPP Digital merupakan hasil w panrb @ Te!komé:e % e ‘
infrastruktur, dan data. | kerja sama dari: M ‘ N2 mandin Indonesia LNSW PERURI 18



W panrb 5 AMPAK PENERAPAN MPP DIGITAL

—— -

SEBELUM SESUDAH

Masyarakat mengisi Masyarakat hanya
data berulang-ulang cukup sekali input data

Masyarakat harus < Masyarakat hanya butuh
membuat banyak akun . 1 akun untuk berbagai

di berbagai aplikasi e-services berbasis data NIK/KTP-Digital
pemerintah (e-services)

Masyarakat harus Layanan bisa diakses
datang langsung ke | dimanapun, kapanpun,
lokasi untuk mengakses melalui berbagai perangkat
layanan elektronik

MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan pelayanan
yang efektif & efisien serta meningkatkan keamanan
informasi layanan digital pemerintah



>
BerAKHLAK

Faor @it g yONn L lotel < oespetes
BTNV | T AQHDGRT © DO

Rintisan MPP Digital di 21 Kab/Kota

0 oo T, Pubi . Kabupaten Banyuwangi 12. Kota Surakarta
Layaron biroarom teimtegron, 2. Kota Banda Aceh 13. Kabupaten Sragen
, ‘ 3. Kota Batam 14. Kota Yogyakarta memiliki Identitas
- 4. Kota Bukittinggi 15. Kabupaten Tuban Kependudukan
@ @ @ 5. Kabupaten Musi Rawas  16. Kabupaten Magetan Digital (IKD)
LS S e 6. Kota Tanjungpinang 17. Kota Mojokerto
T o 7. Kota Metro 18. Kota Kendari m
Informasi Terkini 8. Kabupaten Brebes 19. Kota Samarinda
9. Kabupaten Grobogan 20. Kab. Kotawaringin Timur memiliki akun
10. Kabupaten Banyumas  21. Kab. Hulu Sungai Selatan MPP Digital

1. Kota Magelang

Pertimbangan Prioritas Tahap Pertama: Target hingga

1. Daerah yang Belum Memiliki Aplikasi akhir 2024:
2. Capaian Indeks SPBE
3. Kondisi Infrastruktur Teknologi 60 kab/Kota




URGENSI PENYELENGGARAAN
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik)

Memudahkan Warga
Mengakses Layanan Publik

Terdapat £ 27.000 Aplikasi: Warga harus bikin
banyak akun dan isi banyak data untuk akses
layanan publik.

Menaikkan Indeks Persepsi Korupsi,
Tingkat Kemudahan Berbisnis,
& Indeks Penegakan Hukum

SPBE yang baik akan mampu
mengerek berbagai indikator
penting bagi terciptanya
pemerintahan yang bersih
dan efektif.




PENYEDERHANAAN
EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI: il | Q Fokus pada aspek
FOKUS DAMPAK & Fokus pada aspek hilir (menyelesaikan

problem rakyat),

KlNER.’A, BUKAN hulu (tata kelola dengan tetap
ADMINISTRAS! bl birolawst) mengedepankan

tata kelola internal

I.APORAN administratif. yang baik.

& Harus menjawab . Menghitung 26

259 Komponen Afaiarivt
pertanyaan, dan indikator dampak:

mengunggah kemiskinan, investasi,
ribuan dokumen, digitalisasi, belanja

sebagian akhirnya produk dalam negeri,
dikerjakan konsultan. pengendalian inflasi,
dan sebagainya.

o Dampak Penyederhanaan Evaluasi RB:

Menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang selama ini
menyita sumberdaya hingga Rp300 juta per pemda (untuk
konsultan, rapat, dsb), sehingga bisa menghemat total
Rp100-150 M per tahun untuk seluruh Pemda.




SPBE TIDAK HARUS
MENAMBAH APLIKASI

4 &

Perlu dihindari:
Satu Inovasi,
Satu Aplikasi

N 4

 Integrasi/interoperabilitas

O

PELAYANAN EKSTERNAL:
Warga tidak harus download
begitu banyak aplikasi, bikin
begitu banyak akun, isi

berulang begitu banyak
data.

PELAYANAN INTERNAL:

antar-sistem di lingkup
pemerintahan.



Pengalaman

Transformasi Digital

Semua Terintegrasi,
Berjalan ke Arah yang Sama

Pengelolaan digital dilakukan
Government Digital Service (semacam

Tim Koordinasi SPBE Nasional), pelaksanaan

teknis oleh Central Digital and Data
Office (semacam Govtech). Semua

terintegrasi, berjalan ke arah yang sama :

(dari sisi produk hingga proses bisnis).

di Inggris

©

Simpel dan

. Tak Bikin Ribet Warga

Dari sebelumnya punya

lebih dariples o ETH S

kini hanyag BT ADari :
sebelumnya memiliki[[i[f] :

[ZIfluntuk mengakses
layanan digital, kini
WELIEL] single sign on.

O

Pionir Arsitektur
SPBE, Papan Atas
e-Govt Index

Inggris sukses menjadi
salah satu pionir

penerapan Arsitektur SPBE

sejak 2005 (Indonesia:

: Desember 2022) dan papan

atas e-Govt Development
Index (EGDI).



Menpan RB dan eks PM Inggris Tony Blair bahas
digitalisasi birokrasi




PENANDATANGANAN LETTER OF INTENT DENGAN
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Pembelajaran dari Inggris & Estonia

Arah transformasi digital

Inggris fokus ke

1 portal untuk
publik, berbasiskan
identitas digital

Fokus ke DIGITAL
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Indonesia sudah berada di arah yang tepat, sebagaimana juga yang dilakukan di Inggris dan Estonia serta
beberapa negara di awal prosesnya. Namun, masih perlu akselerasi dan dukungan kerangka regulasi yang kuat.

INGGRIS

N

asi +2.000 website menjadi 1 portal
Platform Gov.UK diadopsi negara lainnya
Konsisten peringkat 10 teratas UN E-Gov Index

Central Digital and Data Office (CDDO) di bawah Kantor
Perdana Menteri untuk penyusunan strategi dan
kebijakan;

Government Digital Services (GDS) di bawah Kantor
Perdana Menteri untuk pengembangan dan
implementasi sistem utama

Gov.UK (portal layanan publik terintegrasi)
Konsolidasi +7700 layanan dalam 1 portal, one login
melalui Digital Identity

Gov.UK One Login (identitas digital);
Gov.UK Pay (pembayaran digital);
Gov.UK Notify;

Gov.UK Forms

Kemauan politik/kepemimpinan untuk
mensentralisasi koordinasi secara konkret;

Rekrutmen talenta digital swasta ke dalam lingkungan
pemerintahan untuk membangun kemampuan
eksekusif/implementasi;

Fokus kepada kebutuhan pengguna (Citizen Centric)
Keamanan informasi dan jaminan keberlangsungan
layanan

T
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- E9 TONIA

"PDB per kapita meningkat 10x lipat ($2800 to $28.000)

dalam 20 tahun terakhir, vs Indonesia yang 5x
99% layanan publik sudah digital

Platform X-Road diadopsi di 20+ negara
Konsisten peringkat 10 teratas UN E-Gov Index

Government CIO Office Estonia, untuk penyusunan
kebijakan dan strateqi;

Otoritas Sistem Informasi (RIA), untuk pengembangan
pengelolaan dan implementasi, termasuk bekerja sama
dengan swasta dengan mekanisme KPBU (jika
dibutuhkan)

Eesti.ee (portal layanan publik terintegrasi),
Konsolidasi 500+ layanan dalam 1 portal, one login
melalui Digital Identity

e-1D/Digital ID/Mobile ID (identitas digital);
X-Road (platform pertukaran data)

Digital Healthcare (platform layanan kesehatan)
Digital Business (platform layanan dunia usaha)

Revolusi Digital dengan kepemimpinan digital yang
kuat di seluruh lini pemerintahan

Fokus ke sistem-sistem utama (identitas digital,
platform pertukaran data, pembayaran digital, layanan
dasar, dan layanan dunia usaha);
Literasi/pemahaman digital baik masyarakat dan
terutama internal ASN di berbagai level

Digital Trust dan Cyber Security







